Mengingat

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON

TAHUN: 2017 NOMOR:6

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN
DENGAN RAHMAT TIJHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

bahwa wuntuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat {1)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajgk Daerah
dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Dacrah

tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan
Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Repblik Indonesia Nomor 4010},

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daeraih dan Refribusi Daerah (i_embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang ...
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Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

Menetapkan :

dQﬂ

WALI KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PEMAKAMAN.

BAB 1
KETENTUAN UMIUM

A

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

Daerah achbh Kota Cile oon

i e o S

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi

kewenangan daerah otonom.
Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.

Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Cilegon yang mempunyai
bidang tugas pemakaman.

5. Kepala ...
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Kepala Perangkat Daereih adalah Kepala organisasi
perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon
yang mempunyai kewenangan dibidang pemakaman.

Badtn aadbkh sckumpulan orang danfataun modal  yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, persercan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha
Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk

usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

Pemakaman adalah serangk aian kegiatan yang melip wi
kegiatan administrasi pemakaman, pengaturan lokasi
makam, pengkoordinasian dan pemberian bimbingan atau
petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan

pemakaman.

Tempat Pemakaman Umum adalah atrcal tanah yang
disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi
setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang
pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Temapat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang
digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor
sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.

Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang
disediakan wuntuk keperluan pemakaman jenazah yang
pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial dan atan

Badan Keagamaan.

Jenazah adalah jasad orang yang telah meninggal dunia

secara medis.

. Perawatan Jenazah adalah proses yang meliputi kegiatan

memandikan, mengkafani, menyembahyangi dan

memakamkan jenazah.

13. Tempat ...
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Tempal Perawaian Jenazah adalan tempal yang  disediakan
di tempat pemakaman wmum untuk keperluan perawatan
jenazah.

. Retribusi Dacrah, yang sclanjutnya disebut Retribusi adalah

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan danfatau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau Badan.

. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang

disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati olch orang pribadi atau badan.

Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah pungutan Daerah
sebagal pembayaran atas pelayanan pernakamar.

. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang merupakan ahli

waris dari orang yaung meninggal dunia atau badan yang
menurut peraturan perundang-undangan  retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk penrungut atau pemotong retribusi tertentu

. Masa Retribusi adaluh suatu jungka waktu tertentu  yang

merupakan batas waktu bagi wajb Retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah

Dacrah.

. Surat Ketetapan Retribusi Dacrah yang selanjutnya

disingkat SKRD adalah surat ketctapan retribusi  yang
menentukan besarnyajumlah pokok retribusi terutang.
Surat Tagihan Retribusi Daerah yang sclanjutnya disingkat
STRD adalah surat untuk melakukan tagiham retribusi
danfatan sanksi administratif berupa bunga danfatau
denda.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah  Lebih Bayar yang
sclanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada
retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang,
Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis
adalah surat yang diterbitkan oleh Wali Kota atau pejabat
yang ditunjuk untuk atau memperingatkan wajb retribusi
untuk melunasi retribusi yang terutang.

23. Kas ...
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23. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Koia Cilegon.

24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan pemakaman dipungut
retribusi atas pelayanan pemakaman yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah., |
Pasal3
(1) Objek retribusi pelayanan pemakaman adalah pelayanan
pemakaman jenazah yang meliputi:
a pelayanan penguburan/pemakaman termasuk
penggalian dan pengurukan; dan
b. sewa tempat pemakaman atau yang dimiliki atan
dikelola Pemerintah Daerah.
(2) Pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. penggunaan tanah makam, antara lain:
1. tanah makam yvang langsung dipergunakan,;

2. tanah makam cadangan atau pemesanan tanah
makam;dan/ atau

3. tanah makam tumpang;
b. daftar ulang pemanfaatan tanah makam, antara lain:

1. tanah makam vyang langsung dipergunakan;

danfatau

2. tanah makam cadangan/pemesanan tanah makam;
C. penggunaan jasa pemakaman, antara lain:

1. penggalian dan penuturxan makam;

2. penggalian dan pembongkaran makam; dan/ atau

3. pemasangan plakat dan pusara makam.

(3) Tidak ...
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(3) Tidak lermasuk objgk reiribusi pelayamzan  pemaskeaman
meliputi:

a. pemakaman secara massal akibat daribencana;

b. pelayanan pemakaman jenazah bagi masyarakat miskin
penduduk Kota Cilegon, yang dibuktikan dengan Surat
Keterangan Miskin;dan

¢. pelayanan pemakaman jenazah bagi penduduk Daerah
yang dilakukan oleh swasta.

Pasal4

Subjek retribusi pelayanan pemakaman adalah orang pribadi
atau badan yang memperoleh pelayanan pemakaman yang
disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasalb

Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah digolongkan sebagai

Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis, lokasi,
ukuran dan jangka waktu pelayanan pemakaman.

BABV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif petribusi
ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa
yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek
keadilan, dan efizktivitas pengendalian atas pelayanan
tersebut.

(2} Biava...
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(2} Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat {1) meliputi biaya
operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya
modal.

(3) Penetapan besarnya tarif retribusi bertujuan untuk

menutup sebagian biaya pelayanan pemakaman.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Struktur dan Besaran Tarif
Pasal8
(1} Tarif retribusi pemakaman  jenazah  digolongkan
berdasarkan jenis pelayanan pemakaman jenazah yang
diberikan.
(2) Strulstur dan besarnya tarif retribusi pelayanan
pemakaman ditetapkan sebagai berikut:

a pelayanan penguburan/ pemakaman termasuk
penggalian dan pengurukan dikenakan retribusi
sebesar Rp. 500.000,-.

b. sewa tempat pemakaman :

1. sewa tempat pemakaman dengan cara pemakaman
tunggal/ tumpangan di lokasi makam lama,
untuk setiap makam dikenakan retribusi sebesar
Rp. 100.000,-/kavling/3 tahumn;

2. sewa tempiat pemakaman dengan cara pemakaman
tunggal/ tumpangan di lokasi makam baru

untuk setiap makam dikenakan retribusi sebesar
Rp. 200.000,-/kavling/3 tahun.

c. pelayanan pemeliharaan makam dikenakan retribusi
sebesar Rp.25.000,-/kavling/ tahun.

scwa tempat/fasilitas perawatan jenazah, termasuk

=

kegiatan perawatan  jenazah, penyiapan dan.
pelaksanaan upacara untuk setiap jenazah dikenakan
retribusi sebesar Rp. 50.000,- untuk digunakan paling
lama 3 (tiga) hari, apabila melebihi waktu tersebut
dikenakan tambahan retribusi sebesar Rp. 25.000,- per
hari dan kelebihannya paling lama 4 (empat) hari.
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Bagian Kedua
Peninjauan kembali Tarif Retribusi
Pasal 9
Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun
sckali.
Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga

dan perkembangan perckonomian.

Penetapan tarif retribusi scbagaimana dimaksud pada
ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAG VII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN WILAYAH PUNGUTAN

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

Pasal 10
Retribusi tidak dapat diborongkan.
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.
Dokumen lain yang dipersamakan scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berupa karcis.
Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disetor ke Kas Umum Daerah.

Pasal 11

Retribusi yang terutang harus dilalaikan secara tunai.
Pembayaran  Retribusi  sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling lambat 1 ({satu) hari sejak
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah dacrah.

BAD VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 13

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat
ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB ...
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BAB iX

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Kesatu

A Chaila o T

Tata cara nemhayraran
P nayraran
Pasal 14

Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar
sekaligus.

Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7
(tujulh) bari scjak diterbitkan SKRD atau dokumen lain
yvang dipersamakan.

Pembayaran retribusi yang terutang dapat diangsur atau
ditunda dalam jangka waktu tertentu atas persetujuan
dari Wali Kota.

Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, tempat

pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran

retribusi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan
Pasal 15

Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan
didahului dengan surat teguran.

Surat teguran atau surat peringatan atau surat
lain yang sejenis secbagali awal tindakan pelaksanaan
penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh} bari sejak saat
jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh} hari setelah tanggal surat
teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis
disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi
yang terutang.

Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang
sejenis scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan
oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian ...
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Bagiuan Keiiga

Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi

—
———d
St

(2)

(1)

(3)

)

-
—
-

Pasal 16

Wali Kota dapat memberikan pengurangan, keringanan
dan pembebasan retribusi.

Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan
memperhatikan kemampuan wajib retribusi

Ketentuan mengenai tata cara pengurangan, keringanan
dan pembebasan retribusi scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Keberatan
Pasal 17

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Wali
Kota atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dengan disertal alasan-alasan yang jelas.
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama
3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali
jika wajb retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya.

Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar

kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18
Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 {enam) bulan
sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan
keputusan atas keberatan yang diajukan dengan

menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan. ...
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Retentuain sebagaunana dimaksud pada ayat (1) adalah
untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi,
bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan
oleh Wali Kota.

Keputusan Wali Kota atas keberatan dapat berupa
menerima scluruhnya atau  sebagian, menolak atau
menambah besarnya retribusi yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
telah lewat dan Wali Kota tidak memberikan suatu
keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

Pasal 19

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan,
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua

} schulan untuk paling lama 12 (dua

Imbalan bunga scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kelima
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pasal 20

Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota.

Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
telah dilampani dan Wali Kota tidak memberikan suatu
keputusan, permohonan pengembalian pembayaran
retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan.
Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya,
kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian ...
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Pengeinbalian kelebihan permmbayaran retribusi sebagaimaina
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), Wali Kota memberikan imbalan
bunga sebesar 2 % (dua perseratus}] sebulan atas
keterlambatan  pembayaran  kelebihan  pembayaran

retribusi.

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Kedaluwarsa Penagihan
Pasal 21

Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa
setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung
sejak saat terutangnya retribusi, kecual jika wajib
retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tertangguh jika :

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi
baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan

dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) hurufb adalah wajib retribusi
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
utang retribusi dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Daerah.,

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
wajib retribusi.

Pasal ...
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Pasal 22
(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena
hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa
dapat dihapuskan.

(2) Wali Kota menetapkan Keputusan penghapusan piutang
retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan

piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa diatur
dengan Peraturan Wali Kota.

BABX
INSEN TIF PEMUNGUTAN
Pasal 23

(1) SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat
diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan
pemanfiaatan insentif sebagajmané dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

i ANLL/ AvF L ANL LA

Pasal 24

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang
bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB ...
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KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 25

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi dalam

Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai

Negeri Sipil Daerah.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan

tersebut menjadi lebih Iengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan schubungan dengan tindak
pidana di bidang retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana
di bidang retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang
retribusi;

g menyuruh berhenti dan/atanm melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang
dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana di bidang retribusi;

1 memanggil...
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i memanggil orang uniuk didengar keterzangannya dan

diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j- menghentikan penyidikan; dan/ atan

k., melakukan ti rdbkan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyridik  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDAINA
Pasal 26

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya
sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda
paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yvang
tidak atau kurang dibayar.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelanggaran.

BAR XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27

Wali Kota bertanggung jawab atas pembinaan dan
pengendalian penyediaan jasa pelayanan penyelenggaraan
pemakaman di Daerah.

Ketentuan mengenai penyelenggaraan pemakaman diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB ...
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BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon. ‘

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 31 Oktober 2017
Plt. WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI
Diundangkan di Cilegon

pada tanggal 31 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

SARI SURKFATI
LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2017 NOMOR 6



